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TIMELINE POLEMIK MINYAK GORENG

Januari 2022

Kebijakan minyak goreng Rp14 
ribu/liter 19 Januari – Juni mulai 

berlaku dengan anggaran Rp7,6 triliun.
Kemendag mulai memberlakukan 

kebijakan DMO dan DPO. 
Terjadi kelangkaan minyak goreng.

Maret 2022

Mendag curiga kelangkaan dan 
mahalnya minyak goreng 

disebabkan penimbunan dan 
penyelundupan.

Stok minyak goreng seharusnya 
sudah cukup.

Harga minyak goreng melambung 
tinggi setelah pencabutan HET 

23 April 2022

Presiden Joko Widodo 
menetapkan pelarangan ekspor 

CPO mulai 28 April 2022.

Akhir 2021

Harga minyak goreng naik mencapai Rp20 
ribu/liter di sejumlah wilayah Indonesia, 
pemerintah tidak melakukan intervensi 

karena stok minyak goreng dalam negeri 
masih mencukupi

Februari 2022

Mulai diberlakukan HET minyak goreng.
Curah: Rp11.500

Kemasan sederhana: Rp13.500
Kemasan premium: Rp14.000

Kelangkaan tetap terjadi dan harga tetap 
mahal.

18 April 2022

Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang 
tersangka ekspor CPO dan 

turunannya. Tiga orang berasal dari 
perusahaan eksportir CPO dan satu 

adalah pejabat kemendag.



KONTRIBUSI EKONOMI KELAPA SAWIT
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DOMINASI KORPORASI MINYAK KELAPA SAWIT



PELARANGAN EKSPOR? APAKAH EFEKTIF?
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PENGAWASAN DAN CELAH PENGGELAPAN

Penimbunan Minyak

Goreng

DMO dan DPO

• Kebijakan yang menetapkan harga 

minyak goreng di bawah harga pasar 

memberikan insentif bagi kelompok 

tertentu untuk menimbun minyak

goreng karena tidak menguntungkan 

untuk menjual dengan harga murah

• Merugikan konsumen yang kesulitan

mencari minyak goreng karena

terjadi kelangkaan

• Pengawasan buruk dan membuka

celah bagi produsen untuk 

melakukan ekspor dan melanggar

DMOnya

• Paling merugikan untuk perkebunan

rakyat yang merupakan 41% dari

perkebunan sawit di Indonesia



• Mekanisme transparansi sudah diatur dalam Permenperin Nomor 8 Tahun 2022 Tentang 

Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha 

Kecil

• Pelaku usaha penyedia minyak goreng curah harus melakukan pendaftaran secara daring 

untuk mendapatkan pembiayaan oleh BPDPKS

• Memberikan rencana penggunaan dan distribusi bahan baku CPO

• Mewajibkan penyedia minyak goreng curah terdaftar untuk mendistribusikan bagi kebutuhan

masyarakat dan usaha mikro dan kecil

• Melarang distribusi minyak goreng curah oleh penyedia terdaftar ke industri besar/menengah

dan/atau mengekspor

MEKANISME TRANSPARANSI PERUSAHAAN PRODUSEN 

MINYAK GORENG



KESIMPULAN

Tata kelola sektor sawit dari hulu ke hilir (hingga jadi minyak 
goreng) terkesan berantakan dan tidak transparan

Aturan yang tidak efektif berakibat pada lemahnya pengawasan 
dan struktur yang mudah menjadi celah korupsi dan suap 
(terbukti anak buah Mendag justru yang melakukan korupsi)



REKOMENDASI

Kebijakan yang efektif 
dalam jangka panjang

Pengawasan perlu 
diperketat, tidak hanya 

di pusat, tapi juga di 
daerah

Aturan terhadap sektor 
swasta yang terkesan 

menguntungkan 
segelintir pihak perlu 

dikaji kembali 



THANK YOU


